
BUPATI ACEH TENGGARA
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis
Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Serta Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa lebih
lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh
Tenggara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM
Kute dan RKP Kute Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Kute.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Mengingat : 1.

2.

3.
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010
tentang Kute (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KUTE

5495);

MEMUTUSKAN:
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Kute adalah Kute dan Kute adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hale tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute,
Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Kute.

3. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Pemerintah Kute adalah Pengulu atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Kute sebagai unsur
penyeienggara Pemerintahan Kute.

5. Badan Permusyawaratan Kute adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

7. Musjÿawarah Perencanaan Pembangunan Kute adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute,
Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kute untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Kute yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kute, swadaya masyarakat Kute, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

8. Qanun Kute adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Pengulu seteiah dibahas dan disepakaLi
bersama Badan Permusyawaratan Kute.
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9. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Kute.

10. Perencanaan pembangunan kute adalah proses tahapan
kegiatan 3'ang diselenggarakan oleh pemerintah Kute
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kute dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya kute dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan kute.

11.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di kute dan kawasan perkutean yang
dikoordinasikan oleh Pengulu dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.

12.Pemberdayaan Masyarakat Kute adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kute.

13. Pengkajian Keadaan Kute adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamlka masyarakat Kute.

14. Data Kute adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi
yang meliputi sumber daya alam, sumber da}'a manusia,
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan
sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi Kute.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute,
selanjutnya disingkat RPJM Kute, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Kute untukjangka waktu 6 (enam)
tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Kute, selanjutnya disingkat RKP
Kute, adalah penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

17.Daftar Usulan RKP Kute adalah penjabaran RPJM Kute
yang menjadi bagian dari RKP Kute untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kute kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

18.Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban Kute
yang dapat diniiai dengan uang serta segaia sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Kute.
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19. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari
kekayaan asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan
hak lainnyayang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, selanjutnya
disebut APB Kute, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kute.

21. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kute,
pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan
kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat

22. Alokasi Dana Kute, selanjutnya disingkat ADK, adalah
uana perlmbangan yang diterima Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan kute adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah kute dalam memberdayakan
masyarakat,

24. Lembaga adat Kute adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari susunan asli Kuteyang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Kute.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang
penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang
dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Kute
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Pasal 2

(1) Pemerintah Kute menyusun perencanaan Pembangunan
Kute sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.

(2) Pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dengan melibatkan
seluruh masyarakat Kute dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Kute berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Kute.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), pemerintah Kute didampingi oleh pemerintah
Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan
keija perangkat Kabupaten.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Kute, dan/atau pihal< ketiga.

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pembangunan kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute,
pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan
Kute dan pemberdayaan masyarakat Kute.

(1) Perencanaan pembangunan Kute disusun secara bexjangka
meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Kute atau yang

disebut Rencana Kerja Pemerintah Kute, merupakan
penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute dan
Rencana Kerja Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Oanun Kute.

Pasal 3

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
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Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaart pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Kute
melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Kute; dan

b. penyusunan RKP Kute.

(2) RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Pengulu.

(3) RKP Kute mulai disusun oleh pemerintah Kute pada bulan
Juli tahun beijalan.

Rancangan RPJM Kute memuat visi dan misi Pengulu, arah
kebijakan pembangunan Kute, serta rencana kegiatan yang
meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute,
pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan
Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

(1) Pengulu menyeienggarakan penyusunan RPJM Kute
dengan mengikutsertakan unsur masyaraJ<at Kute.

(2) Penyusunan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi
objektif Kute dan prioritas program dan kegiatan
kabupaten.

(3) Penyusunan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Kute;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan

pembangunan Kabupaten;
c. pengkajian keadaan Kute;
d. penyusunan rencana pembangunan Kute melalui

musyawarah Kute;
e. penyusunan rancangan RPJM Kute;
f. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Kute

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pasal 7

RPJM Kute ; dan
g. penetapan RPJM Kute.
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Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kute

Pasal 8

(1) Pengulu membentuk tim penjoisun RPJM Kute.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Pengulu selaku pembina;
b. sekretaris Kute selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku

sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Kute, lembaga

pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Kute, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Kute melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Kute;
c. penyusunan rancangan RPJM Kute; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Kute.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan penyelarasan arah
kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan
Kute.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mendapatkan informasi tentang
arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
meliputi:
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a. rencana pembangunanjangka menengah Kabupaten;
b. rencana strategis satuan keija perangkat. Kabupaten:
c. rencana umum tata ruangwilayah Kabupaten;
d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan
e. rencana pembangunan kawasan perkutean.

( 1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten 3'ang akan
masuk ke Kute.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute,
pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan
masyarakat Kute.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke
Kute.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian
keadaan Kute.

(1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan pengkajian keadaan
Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan
kondisi objektif Kute.

(3) Pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Kute;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kute.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan
dalam musyawarah Kute dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Kute.

Pasal 11

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Kute

Pasal 12
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Pasal 13

(1) Penyelarasan data Kute sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Kute;
b. pembandingan data Kute dengan kondisi Kute terkini.

(2) Data Kute sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di

(3) Hasil penyelarasan data Kute sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data Kute.

(4) Format data Kute sebagaimana dirnaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kute.

(5) Hasil penyelarasan data Kute sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kute
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk
menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan
sumber daya Kute, dan masalah yang dihadapi Kute.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam
merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Kute,
pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute,
dan pemberdayaan masj'arakat Kute.

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat Kute sebagai sumber data dan
informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Kute sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun
dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),
antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyai'akat;
d. tokoh pendidikan;

e. kelompok tarii;

Kute.

Kute.

Pasal 14

Pasal 15
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f. kelompok perajin;
g. kelompok perempuan;
h. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
i. kelompok masyarakat miskin;dan
j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat Kute.

(4) Tim penyusun RPJM Kute melakukan pendampingan
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara
terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan sketsa Kute, kalender musim dan bagan
kelembagaan Kute sebagai alat keija untuk menggali
gagasan masyarakat.

(3) Tim penyusun RPJM Kute dapat menambahkan alat keija
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal teijadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat keija sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tim penyusun RPJM Kute dapat menggunakan alat keija
iainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Kute.

Pasal 17

(1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan pembangunan Kute berdasarkan usulan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil
pengkajian keadaan Kute.

Pasal 18

(1) Tim penyusun RPJM Kute menyusun laporan hasil
pengkajian keadaan Kute.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilampiri dokumen:
a. data Kute yang sudah diselaraskan;
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b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang
akan masuk ke Kute;

c. data rencana program pembangunan kawasan
perkutean; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Kute dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJM Kute melaporkan kepada pengulu
hasil pengkajian keadaan Kute.

(2) Pengulu menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Kute setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Kute melalui
musyawarah Kute.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Kute melalui

musyawarah Kute

(1) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute berdasarkan laporan hasil pengkajian
keadaan kute.

(2) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari
Pengulu.

(1) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
membahas dan menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Kute;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kute yang

dijabarkan dari visi dan misi Pengulu; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan Kute, pembangunan Kute, pembinaan
kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi
kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang
penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute,
pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan
masyarakat Kute.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Kute;

Pasal 20

Pasal 21

Kute.
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b. prioritas rencana kegiatan Kute dalam jangka waktu 6
(enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan
Kute; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Kute yang akan
dilaksanakan oleh perangkat Kute, unsur masyarakat
Kute, keijasama antar Kute, dan/atau keijasama Kute
dengan pihak ketiga.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kute sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pedoman bagi pemerintah Kute dalam menyusun
RPJM Kute.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Kute

Pasal 23

(1) Tim penyusun RPJM Kute menyusun rancangan RPJM
Kute berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22.

(2) Rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Kute.

(3) Tim penyusun RPJM Kute membuat berita acara tentang
hasil penyusunan rancangan RPJM Kute yang dilampiri
dokumen rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kute kepada
Pengulu.

Pasal 24

(1) Pengulu memeriksa dokumen rancangan RPJM Kute yang
telali disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kute sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 23.

(2) Tim penyusun RPJM Kute melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Pengulu dalam hal Pengulu belum
menyetujui rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Kute telah disetujui oleh
Pengulu, dilaksanakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute.

/Cht
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Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Kute Melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute

Pasal 25

(1) Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Kute.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Kute, Badan Permusyawaratan Kute, dan
unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok perajin;
g. perwakilan kelompok perempuan;
h.perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

dan
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kute
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Kute.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituanglean dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Kute

Pasal 27

(1) Pengulu mengarahkan Tim penyusun RPJM Kute melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Kute berdasarkan
hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

X lam
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(2) Rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi lampiran rancangan Qanun Kute tentang RPJM
Kute.

(3) Pengulu menyusun rancangan Qanun Kute tentang RPJM
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Qanun Kute tentang RPJM Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama
oleh Pengulu dan Badan Permusyawaratan Kute untuk
ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang RPJM Kute.

(1) Pengulu dapat mengubah RPJM Kute dalam hal:
a. teijadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Kute dan selanjutnya
ditetapkan dengan Qanun Kute.

(I) Pemerintah Kute menyusun RKP Kute sebagai penjabaran
RPJM Kute.

(2) RKP Kute disusun oleh Pemerintah Kute sesuai dengan
informasi dari pemerintah Kabupaten berkaitan dengan
pagu indikatif Kute dan rencana kegiatan Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

(3) RKP Kute mulai disusun oleh pemerintah Kute pada bulan
Juli tahun beijalan.

(4) RKP Kute ditetapkan dengan qanun Kute paling lambat
akhir bulan September tahun beijalan.

(5) RKP Kute menjadi dasar penetapan APB Kute.

(1) Pengulu menyusun RKP Kute dengan mengikutsertakan
masyarakat Kute.

Pasal 28

Bagian ketiga
Penyusunan RKP Kute

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pasal 30
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(2) Penyusunan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Kute melalui
musyawarah Kute;

b. pembentukan tim penyusun RKP Kute;
c. pencermatan pagu indikatif Kute dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke Kute
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
e. penyusunan rancangan RKP Kute;
f. penyusunan RKP Kute melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Kute;
g. penetapan RKP Kute;
h.perubahan RKP Kute; dan
i. pengajuan daftar usulan RKP Kute.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kute melalui

Musyawarah Kute

Pasal 31

(1) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan Kute.

(2) Hasil musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kute menyusun
rancangan RKP Kute dan daftar usulan RKP Kute.

(3) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute sebagaimana dimaksud ayat (1), paling
lambat bulan Juni tahun beijalan.

Pasal 32

(1) Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Kute;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM

Kute; clan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan

dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat berasal dari warga masyarakat Kute dan/atau
satuan kerja perangkat Kabupaten.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
pedoman Pengulu dalam menyusun RKP Kute.

x J6C
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Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Kute

Pasal 33

(1) Pengulu membentuk tim penyusun RKP Kute.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pengulu selaku pembina;
b. sekretaris Kute selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai

sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi: perangkat kute, lembaga

pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat kute, dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Kute dilaksanakan paling
lambat bulan Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Kute ditetapkan dengan keputusan
Pengulu.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Kute melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. penceimatan pagu indikatif kute dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke kute;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
c. penyusunan raneangan RKP Kute; dan
d. penyusunan raneangan daftar usulan RKP Kute.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Kute dan Penyelarasan

Program/Kegiatan Masuk ke Kute

Pasal 35

(1) Pengulu mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten
tentang:

a. pagu indikatif Kute; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah

provinsi, dan pemerintah Kabupaten yang masuk ke
Kute.

(2) Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima Pengulu dari Kabupaten paling lambat bulan Juli
setiap tahun berjalan.
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Pasal 36

(1) Tim penyusun RKP Kute melakukan pencermataii pagu
indikatif Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang
meliputi:
a. rencana dana Kute yang bersumber dari APBN;
b. rencana alokasi dana Kute (ADK) yang merupakan

bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi

daerah Kabupaten; dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan

dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan belanja
Kabupaten.

(2) Tim penyusun RKP Kute melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencana kerja pemerintah Kabupaten;
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah

provinsi dan pemerintah Kabupaten;
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan

perwakilan rakyat Kabupaten.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kute.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke Kute.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Kute
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kute yang
dituangkan dalam rancangan RKP Kute.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Kute

Pasal 37

(1) Tim penyusunan RKP Kute mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan pembangunan Kute untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJM Kute.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Kute dalam
menyusun rancangan RKP Kute.

XKv"
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Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Kute

Pasal 38

Penyusunan rancangan RKP Kute berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Kute;
b. pagu indikatif Kute;
c. pendapatan asli Kute;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan

pemerintah Kabupaten;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR
Kabupaten;

f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
g. hasil kesepakatan keijasama antar Kute; dan
h. hasil kesepakatan keijasama Kute dengan pihak ketiga.

Pasal 39

Tim penyusun RKP Kute menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan Kute sesuai jenis rencana kegiatan.

Pasal 40

(1) Rancangan RKP Kute paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Kute tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang

dikelola oleh Kute;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang

dikelola melalui kerja sama antar-Kute dan pihak ketiga;
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kute yang

dikelola oleh Kute sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
Kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Kute yang terdiri atas unsur
perangkat Kute dan/atau unsur masyarakat Kute.

(2) Pemerintah Kute dapat merencanakan pengadaan tenaga
ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk
dimasukkan ke dalam rancangan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari
warga masyarakat Kute, satuan keija perangkat
Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur;
dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam format rancangan RKP Kute.
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Pasal 41

(1) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keijasama
antar Kute disusun dan disepakati bersama para Pengulu
yang melakukan kerja sama antar Kute.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim
verifikasi.

Pasal 42

(1) Pemerintah Kute dapat mengusulkan prioritas program
dan kegiatan pembangunan Kute dan pembangunan
kawasan perkutean kepada Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.

(2) Tim penyusun RKP Kute menyusun usulan prioritas
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan
daftar usulan RKP Kute.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara
laporan tim penyusun rancangan RKP Kute.

Pasal 43

(1) Tim penyusun RKP Kute membuat berita acara t.entang
hasil penyusunan rancangan RKP Kute yang dilampiri
dokumen rancangan RKP Kute dan rancangan daftar
usulan RKP Kute.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh tim penyusun RKP Kute kepada Pengulu.

Pasal 44

(1) Pengulu memeriksa dokumen rancangan RKP Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Pengulu mengarahkan tim penyusun RKP Kute untuk
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Pengulu telah menyetujui rancangan RKP Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu
menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute.
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Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencariaan

Pembangunan Kute

Pasal 45

(1) Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Kute.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Kute, Badan Permusyawaratan Kute, dan
unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok perajin;
g. perwakilan kelompok perempuan;
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

dan
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kute
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 46

(1) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasvarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Kute.

(2) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berisi prioritas program dan kegiatanyang didanai:
a. pagu indikatif Kute;
b. pendapatan asli Kute;
c. swadaya masyarakat Kute;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau

pemerintah Kabupaten.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Kute yang meliputi:

/ik&v
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a. peningkatan kapasitas penyelenggaxaan pemerintahan
Kute;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan

ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kute;
h.peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman

masyarakat Kute berdasarkan kebutuhan masyarakat
Kute; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Kute.

Pasal 47

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46, dituangkan dalam berita acara.

(2) Pengulu mengarahkan Tim penyusun RPJM Kute
melalcukan perbaikan dokumen rancangan RI<P Kute
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi lampiran rancangan Qanun Kute tentang RKP
Kute.

(4) Pengulu menyusun rancangan Qanun Kute tentang RPJM
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

(5) Rancangan qanun Kute tentang RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama
oleh Pengulu dan Badan Permusyawaratan Kute untuk
ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang RKP Kute.

Paragraf 8
Perubahan RKP Kute

Pasal 48

(1) RKP Kute dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
Kabupaten.
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(2) Dalam hal teijadi perubahan RKP Kute dikarenakan teijadi
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Pengulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang

mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian
khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kute
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Kute perubahan.

(3) Dalam hal teijadi perubahan RKP Kute dikarenakan
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengulu melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas

kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah Kabupaten;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kute
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah Kabupaten;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Kute perubahan.

(1) Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute yang diadakan secara khusus untuk
kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan
RKP Kute sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya
perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Qanun Kute tentang RKP Kute
perubahan.

(4) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai
dasar dalam penyusunan perubahan APB Kute.

Pasal 49
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Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Kute

Pasal 50

(1) Pengulu menyampaikan daftar usulan RKP Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati c.q
BAPPEDA melalui camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun
beijalan.

(3) Daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten.

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Kute tentang
hasil pembahasan daftar usulan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh
pemerintah Kute setelah diselenggarakannya musyawarah
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun
anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima
pemerintah kute paling lambat bulan Juli tahun anggaran
berikutnya.

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute meliputi:
a. pembangunan Kute berskala lokal Kute; dan
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kute.

(2) Pelaksanaan pembangunan Kute yang berskala lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola
melalui swakelola Kute, kerjasama antar Kute dan/atau
keijasama Kute dengan pihak ketiga.

(3) Pengulu mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak ditetapkan APB Kute.

(1) Pembangunan Kute yang bersumber dari program sektoral
dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau
Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pasal 52
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(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan
Kute, program sektor dan/atau program daerah di Kute
dicatat dalam APB Kute.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah didelegasikan kepada Kute, maka Kute
mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Kute yang diseienggarakan
oleh BPK.

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati
teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah, Pengulu dapat mengajukan keberatan atas bagian
dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai
dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Pengulu menvampaikan keberatan sebagaimana dimaksud
pada aj'at (5) kepada Bupati melalui camat.

Pengulu mengoordinasikan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya
kepada Kute.

Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana keija;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/material.

Pasal 53

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 54
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Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 55

(1) Pengulu memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang
tercantum dalam dokumen RKP Kute yang ditetapkan
dalam APB Kute.

(2) Pengulu menetapkan pelaksana kegiatan dengan
keputusan Pengulu.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah
domisili keluar Kute, dan/atau dikenai sanksi pidana
Pengulu dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 56

(1) Pengulu menginformasikan dokumen RKP Kute, APB Kute
dan rencana keija kepada masyarakat melalui sosialisasi
kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
antara lain melalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan kute;
b. musyawarah dusun;
c. musyawarah kelompok;
d. sistem informasi Kute berbasis website;
e. papan informasi kute; dan
f. media lain sesuai kondisi Kute.

(1) Pengulu mengoordinasikan pembekalan pelaksana
kegiatan di Kute.

(2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembekalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,
antara lain:

a. pengelolaan keuangan Kute;
b. penyelenggaraan pemerintahan Kute; dan
c. pembangunan Kute.

(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain

Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57

Pasal 58
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teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis
penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain
teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan
dan penegasan batas kute.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan
teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal,
mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi
Kute.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati
dalam peraturan Bupati.

Pasal 59

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen
administrasi kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute mengutamakan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam
yang ada di Kute serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat.

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya
manusia yang ada di Kute sekurang-kurangnya
melakukan:
a. pendataan kebutuhan tenaga lcerja;
b. pendaftaran calon tenaga keija;
c. pembentukan kelompok kerja;
d. pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran
upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Kute
3'ang ditetapkan dalam APB Kute.

Paragraf 5
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Paragraf 6
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 60

Pasal 61
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Pasal 62

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam
yang ada di Kute, sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan lcebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Kute;

dan

c. menentukan cara pengadaan maLerial/bahan.
(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang
tercantum di dalam RKP Kute yang ditetapkan dalam APB
Kute.

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat Kute, sekurang-kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat.

sumbangan dari pilrak ketiga, dan tenaga sukarela dari
unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Kute dan/atau pihak
ketiga yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Kute dan/atau pihak
ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga keija sukarela; dan
e. penetapan jadwal keija.

(1) Pengulu menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat

Kute dan/atau pihak ketiga kepada Kute atas

lahan/tanah yang menjadi aset Kute sebagai dampak
kegiatan pembangunan Kute dan diikuti dengan proses
pembuatan akta hibah oleh Pengulu;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kute
dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan Kute.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), huruf a dilakukan melalui APB Kute.

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute dilakukan tanpa
merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset
lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Kute.

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65
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(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. peralihan hak kepemiiikan atas iahan/tanah meiaiui

jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau

tanaman.

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan
hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui APB Kute.

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 66

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

Pengulu mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan
yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. rapat keija dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kute;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Kute dalam rangka

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 68

(1) Pengulu mengoordinasikan pemeriksaan tahap
perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur
Kute.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Kute.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pengulu mengutamakan
pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat
Kute.
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(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengulu meminta bantuan kepada
Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di
bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal
satuan kerja perangkat Kabupaten yang membidangi
pekeijaan umum dan/atau tenaga pendamping
profesional.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68,
dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian
dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Kute.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap

40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80%
(delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100%
(seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Pengulu perihal hasil
pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan
oleh Pengulu.

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan peraturan tentang
kejadian khusus yang berdampak pada perubahan
pelaksanaan kegiatan pembangunan di kute dalam
pembangunan kute dalam hal teijadi:
a. kenaikan hargayang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. teijadi peristiwa khusus seperti bencana alam,

kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan peraturan Bupati.

Pasal 69

Paragraf 3
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 70
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Pasal 71

(1) Pengulu mengoordinasikan perubahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di kute sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70.

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan

dalam APB Kute dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah

provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam

APB Kute; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan

pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Pengulu.
(3) Pengulu menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam

hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

(1) Pengulu memimpin rapat keija untuk membahas dan
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituanglean dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
perubahan gambar desain dan perubahan rencana
anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan
kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Kute.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
dasar bagi Pengulu menetapkan perubahan pelaksanaan
kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Paragraf 4
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 73

(1) Pengulu mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Kute.

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
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b. pencermatan masa]ah yang termuat dalam pengaduan
masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan
d. penyelesaian masalah dan penetapan status

penyelesaian masalah.

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat

pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Kute

perkembangan penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Kute dalam menyelesaikan

masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan

penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara mandiri oleh Kute berdasarkan
kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui
musyawarah kute.

(5) Dalam hal musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil
kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah
kute.

Pasal 74

(1) Laporan pelaksanaan kegiatan, dituangkan dalam format
laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Kuteyang sekurang-kurangnya meliputi:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti

pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Kute kondisi 0%, 40%, 80%
dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang
sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekeija
dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Kute;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara
langsung kepada tenaga keija kegiatan pembangunan
Kute; dan

Paragraf 5
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
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f. gambar purna laksana untuk pembangunan
infrastruktur Kute.

(3) Pengulu menyusun laporan penyeienggaraan
pemerintahan Kute berdasarkan laporan pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada a}rat (1).

Paragraf 6
Musyawarah Kute dalam rangka Pelaksanaan

Pembangunan Kute

Pasal 75

(1) Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Kute.

(2) Musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan
bulan Desember taliun anggaran berikutnya.

Pasal 76

(1) Masyarakat kute berpartisipasi menanggapi laporan
pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74.

(2) Tanggapan masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan
kepada Pengulu.

(3) Badan Permusyawaratan Kute, Pengulu, pelaksana
kegiatan dan masyarakat Kute membahas dan
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara.

(5) Pengulu mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk
melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita
acara hasil kesepakatan musyawarah kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Pembangunan Kute

Pasal 77

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan kute
dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga
hasil kegiatan pembangunan Kute.

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
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a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan
yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas keiompok
pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
pembangunan Kute; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kute.

(4) Pengulu membentuk keiompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembentukan keiompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KUTE

Pasal 78

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat Kute.

(2) Pemberdaj-aan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan pembangunan
Kute yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
Kute.

(3) Masyarakat Kute berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Kute.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar
pembahasan musyawarah Kute dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Kute.

Pasal 79

(1) Pemantauan pembangunan Kute oleh masyarakat Kute
dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kute
dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kute.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan
RPJM Kute dan RKP Kute.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan
bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material,
pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan
pembangunan Kute.
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(4) Hasil pemantauan pembangunan Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil
pemantauan pembangunan Kute.

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kute dengan

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kute;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik
terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kute;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan
pembangunan Kute; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah
Kute.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau
kelalaian pemerintah Kute, Bupati melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada Pengulu;
b. membina dan mendampingi pemerintah kute dalam hal

mempercepat perencanaan pembangunan kute untuk
memastikan APB Kute ditetapkan 31 Desember tahun
beijalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Kute dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Kute untuk
memastikan penyerapan APB Kute sesuai peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan dan format pembangunan Kute tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidal< terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kute yang
sudah ada dan sedang beijalan tetap dilaksanakan sampai
dengan berakhir masa berlakunya.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kute yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai
dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

cara:

Pasal 81

BAB VII
KETENTUAN PERAL1IIAN

Pasal 82
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal ifMaret 2020

H. RA11JIN

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 2k Maret 2020.

./ SEKRETARIS DAERAH Jjr,
jf KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDJ

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR.O/3



I.LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No. Judu! Formulir
Pasal

terkait
Nama
Form

Hala-
man

1 Daia rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kule Pasai 11 F.I.I l

2 Data Kute Pasal 13

2,1 Daftar surr.ber daya a!am F.l.2.1 2

2,2 Daftar sumber daya manusia F.l.2.2 3

2,3 Daftar sumber daya pembangunan F.l.2.3 4

2,4 Daftar sumber daya sosial budaya F.1.2.4 5

3
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Kute dari dusun dan/ atau kelompok
masyarakat Pasal 16 F.1.3 6

3,1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok F.1.3.1 7

3.l.aContoh Sketsa Kute F.l.3.1.a 8

3.1.b Contoh Kalender Musim F.l.3.1.b 9

3.1.C Contoh Bagan Kelembagaan F.I.3.1.C 10

4 Berita acara hasil pengkajian keadaan Kute Pasal 17 F.1.4 11

4,1 Laporan hasil pengkajian keadaan Kute (Contoh Outline) Pasal IS F.1.4.1 12

5 Berita acara penyusunan RPJM Kute melalui musyatvarah Kute Pasal 21 F.1.5 13

6 Rancangan RPJM Kute Pasal 22 F.1.6 14

7 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kute Pasal 23 F.1.7 15

8 Berita acara PenyusunanRPJM Kute melalui Musrenbang Kute Pasal 26 F.1.8 16

3 Berita acara penyusunan RKP Kute melalui Musyawarah Kute Pasal 32 F.1.3 17

10 Pagu indikatifKute Pasal 36 F.1.10 18

11 Program dan Kegiatanpembangunan yang masuk ke Kute Pasal 36 F.l.ll 19

12 RancanganRKP Kute Pasal 41 F.I,12 20

Lampiran rancangan RKP Pasal 41

12,1 ProposalTeknis F.I.12.1 21

12.1.1Gambar Rencana Prasarana F.I.12.1.1 22

12,2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasal 42 F.I.12.2 23

12,3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB Pasal 42 F.l.12.3 24

13 Daftar usulan RKP Kute Pasal 43 F.I.13 25

14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kute Pasal 44 F.1.14 26

15 Berita acara Rancangan RKPKute melalui Musrenbang Kute Pasal 48 F.1.15 27



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATIACEH TENGGARA
NOMOR: ......TAHUN 20
TENTANG PETUNJUKTEKNiS FENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA
PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN KEGLATAN PEMBANGUNANKUTE

FORMAT PEMBANGUNAN Kute

A. FORMAT PERENCANAAN
I- FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KUTE

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KUTE

KUTE :

KECAMATAN : .
KABUPATEN :
PROVINSI :

No Program/ Kegiatan SKPD Pengelola
Program/ Kegiatan

Lokasi Kegiatan
(Dusun/RT/RW)

Volume Satuan
Pagu Dana

(Rp.)

Kute ,tanggal
Mengetahui, KettiaTim Penyusun RPJM Kute
Pengulu

)
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II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan

CONTOH
1 Material batu kali dan kerikil 400.000 m3
2 Pasir urug 700.000 m3
3 LahanTegalan 11.128 Ha
4 Lahan Persawahan 1.104 Ha
5 Lahan Hutan 35.000 Ha
6 Sungai 8.124 Ha
7 Tanaman Perkebunan :Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6.500 Ha
O
*-» Air tcrjun 4 bh
9

-

.... tanggal ,
Mengetahui KetuaTim PcnyusunRPJM
Pengulu Kute

( I ( - )

Keterangan:

Diisi dengan data sekitnder dari data Potensi kute, Profil kute, Monografi kute. Data
kependudukan Catalan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam kute
K = SDA terkait Kawasan Perkutean/ Wilayah Antar kute
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III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

ICUTE :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVTNSI :

No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan

CQNTOH
1 Penduduk dan keluarga

a.Jumlah penduduk laki-Iaki orang
b. Jumlah penduduk perempuan orang
c. Jumlah keluarga keluarga

2 Sumber penghasilan utama penduduk
a. Pertanian, perikanan, perkebunan
b. Pertambangan dan penggalian

c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll]
d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan
e. Angkutan, pergudangan, komunikasi
f. Jasa
g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)

3 Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
a. Lulusan S-l keatas S orang
b. Lulusan SLA 252 orang
c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 orang
e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah 29 orang

4-- Kute ,tanggal .
Mengetahui KetuaTim Penyusun RPJM Kute
Pengulu

( )
Keterangan:

D = SDA dalam Kute
K = SDA terkait Kawasan PerKutean/ Wilayah Antar Kute

IS**
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IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KUTE :
KECAMATAN :

KABUPATEN :
PROVINSI :

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan

CONTOH
1 Aset prasarana umum

a.Jalan
b.Jembatan

2 Aset Prasarana pendidikan
a. Gedung Paud
b. GedungTK
c. Gedung SD
d.Taman Pendidikan Alqur'an

3 Aset prasarana kesehatan
a. Posyandu
b. Polindes
c. MCK
d. SaranaAir Bersih

4 Aset prasarana ekonomi
a. Pasar Kute
b. Tempat Pelelangan Ikan....

5 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
a. Jumlah kelompok usaha
b.Jumlah kelompok usaha yang sehat
....

6 Aset berupa modal
a.Total aset produktif
b.Total pinjaman di masyarakat
...

7 ...

-

Kute ,tanggal .
Mengetahui KetuaTim Penyusun RPJM Kute
Pengulu

( ) ( )

V
i
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V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSiAL BUDAYA

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan

-

Mengetahui
Pengulu

Kute ,tanggal —,..
Ketua Tim Penynisun RPJM Kute

( )

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengaii budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan seita

pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .

/tfo V
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VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan
Bidang

Rencana
Perkiraan
Volume

PenerimaIvianfaat
No Lokasi

Kegiatan
Satuan

Laki-laki
Peremp

uan
A-RTM

I
Contoh
Penyelenggaraan pemerintahan Kute
1. Penetapan dan penegasan batas Kute
2. Pendataan Kute
3. Penyusunan tata ruangKute

Dusun Datok 1 paket - - -

II Pelaksanaan Pembangunan Kute
1. Pemeliharaanjalan
2. Pembangunanjaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

in Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan PKK
2. Pelaksanaan Siskamling
3. Pembinaan kerukunanumat beragan

IV Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelatihantata boga
2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

Kutc , tanggal .
Mengetahui KetuaTim Penyusun RPJM Kutc

Pengulu

Keterangan:
A-RTM Anggota RumahTangga Miskin
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VD. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

KUTE :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan
Prakiraan
Volume

Penerima Manfaat
SatUai

LK PR A-RTM

Contoh
1 Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1unit 35 40 27
2 Pembangunanjaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200 meter 100 125 90
3 Pelatihan tata boga RT. 01, 02, 03 15 orang 5 10 9

Kute .....................,tanggal ..... ....
Mengetahui KetuaTim Penyusun RPJM Kute

Pengulu



VIII. FORMAT CONTOH SICETSA KUTE

CONTOH SKETSA KUTE

a. POTKET/SKXTSA DESA

tr*

K | I | '* "" 1*......I I* < » .7.4«•»»-. *4'1 »• 1 «. ... . 1 H ». 1 /

1 «t •« . • 4

tn ii

' » , >— liM 1• »f. r'1 ihm>•»» • n

1 '.u -.1 i» Imitn 1
•• itr«.|f»a

iiTkm «-m r>rs ' • »

*i* r*«m.f.

Jj

(| ' ' '• V 1 -fr- j-j i.•»»
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b. DAFTAR MASALAHDANPOTENSIDARI POTRET DESA

No

1.

3.

5.

\tASAT AH

Jalan desa diwilayah
RW 02 sepaujang 1.200
meter rusak beras.

penduduk RW 07 odak

Banyak *r»nir hai-im di
RW 13 memienta
penvaLii campak.

TarrvHak-..Vojnm ikan
kuiang dinxanfaackan
olekpetaai ikon.

Jembatan da Dusun
Darmu longsot.

POTENSI

LK-Dess dan PICK
Kader-knder di desa
Puskesmas pembansu

Puikesaias Pembaaru
Posyanca
ICadar Posyartdu

Knlnmlilun rnmhnW-

Aluan.u-t.gau
Pecam tarubak

Ram dan pas.ii
ICayudan barnbu
Tenaga Gotong royong
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IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBARKALENDERMUSIM DAFT.AR.MASALAHDANPOTENSI DAR1KALENDER MUSIM

PAXCAROBA KZMARAU MUSIMHITJAX
MaMia«

*mur aa

b««- t«r. it*
(A

W» U*JI IW >•»*

K"krr-an=-i't
ub«ruh - - - - ÿ ÿ

•
ILukmacau ÿ

pingi-.
ÿ

}UiV4iiatM •• •••ÿ •• ••(tMOyak ÿ

pMVlfc*) -
Biar - - - - ÿÿ ÿ - - - •

"

An ••• " - - " - -
Tline . . . _ _ -•
Cit

ÿ

No

y

4.

5.

MASALAH

Padanmsankcmmi <n
fhia dllSUaVokimngnn

air bersik.

Pada mmiiTi kemaiau,
Itacil paneu ineios<x

(sagai)

Pada masirn poncaroba
banyak masyarakat desa
terseraag ispa (mfiiksi
saluran peroafasan akut).

Pida rninHm haijnn
banyak masyarakat di
Dusim Suci terkena
diare

Pada mKim bujaa.
sebagiaa besax ncnaii
peaduduk di Dusun
Damai tergeaang air

setmggi 1meter

POTENSI

Sunzai
Mat? air
Swadaya masyarakat
Bam pasir

Inzau tersier
Lriai Lahaa persawaban
Kelompok Tam
KUD

Puskesmas Peinbaniu
Kebunobar kehiarza
Posvandu

Puikesnsas pembanru
Posyaudit
Bidau diesa
Kebun obat keluarga

Barn ianpasar
Kayu dan bambu
Teuagn Gotons royoaz



X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGANKFI FMBAG.AANDESA

3W
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b. DAFTARMASALAHDANPOTENSIDARIBAGANKELEMBAGAAN

No LEMBAGA MASALAH POTENSI

1.

2_

3.

4.

5.

P24DES
t.

EPD

Ptcoiald*u

in

pair.aaaa jtodi
aiisyaraijt

- PjrangAji
kajkap

- Ssnuu
tvwkdi)

LK-D»u PsnciruiLK
toKipc beuc
t».4aV
V f.r ihr-r-ivi

- Pwÿpjrui
kaglap

- Tmugj
pinffunu
jy#EmuJ

EELOMPOE
tax:

SapJtaa
kolacyciL di
HtimnLUUJi

C*CAt

- Lembip
- P<cig*nu

)«ogk*>

SIMPAN
PDiJAJ.!

Psnguras Suupui
PajisicA p4CQAh
f nrtv

&2 lHJgCGt

- Modal ii-kV.

Uwc
- Pocjsrui

Iscakap

KOD
lvÿ-T"*rr,f*nr rNla-n
"wÿ'uiÿanL»ui
pscraiEJii

- Ada jiogsiu:
jwlatilua

- Adalosit
W'- rt renHah

zcm&i

dstdst dst

/Chaw
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kute yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kute sebagaimana tercanturn
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
pengkajian Kute tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Kute
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kute

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kute, di Kute
Kabupaten/Kota
Kute pada :

Provinsi

Mengetahui,
Pengulu

,Tanggal, ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Kute
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

KUTE :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROV1NSI
I. Latar Belakang

Contoh
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kute adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Kute. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Kute (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kute.

Ii Tujuan :
Contoh
Kegiatan inibertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
a PenyelarasanArah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
b Pengkajian Potensi Kute
c Pengkajian Peluangpendayagunaan sumber daya Kute
d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f

Ill Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kute
Contoh
Pengkajian keadaan Kute dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Kute

IV. Pendekatan dan Metode
Contoh
Pengkajian keadaan Kute dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kute)

VI. ALAT KAJI DANINSTRUMEN
Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kute, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/ Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN
Contoh
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan

pembangunan kabupaten/kota
b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat

kaji tersebut di atas.
c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kute
d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

merumuskanusulan rencana kegiatan
e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kute dari dusun

dan/ atau kelompok masyarakat
f
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE (Lanjutan)

IX. HASIL
Contoh
1 Data Kute yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupat.en/kotayang akan masuk ke

Kute
3 Data rencana program pembangunan kawasanperKutean
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kute dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat
5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasiusulan kegiatan pembangunan Kute

Mengetahui,
Pengulu

,Tanggal, ...,
KetuaTim Penyusun RPJM Kute
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Xin. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH Kute PENYUSUNAN RPJM-KUTE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KUTE

PENYUSUNAN RPJM - KUTE

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kute melalui musyawarah Kute,
telah diadakan musyawarah Kute di Kute
Kecamatan Kabupaten

Hari dan Tanggal
Jam
Tempat

yang dihadiri oleh Pengulu, unsur perangkat Kute, BPD, wakil - wakii
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musyawarah Kute ini adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musya
Notulen
Narasumber

dari
dari

1 dari
2 dari
3............dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Kute menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Kute dalam rangka penyusunan RPJM Kute
yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

,Tanggal, ...,
Mengetahui Ketua BPK

Pengulu

Wakil Masyarakat
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RANCANGAN RPJM KUTE
TAHUN :

KUTE :
KECAMATAN :
KABUPATEN : ..1
PROVINS! ;

' " '

No

Bidnng/ Jenis Kcgininn Lokaai
(RT/RW/
Dunun)

Prakiraan
Volume

Sasnrnn/
Mnnfnnl

Waktu Pelnksanann Prakiroun
Sumber P

Biaya dan
mbiavaan Prakiraan Pola Pclnksanaan

Bidnng Sub Bidnng Jenis Kcgininn Tahun
1

Tahun 2
Tahun

3
Tahun 4 Tahun

5
Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola

Kcrjaaamn
Antar Kuie

Kcijasama Pihnlt
Ketiga

n li r. d e r " h i 1 k 1 n o r s

1 Penyclcnggnrnnn
Pcmerinlahan Kutc

a.

b.
c.

d.
c.
r.

Jurniah Per Bidnng 1

2 Pcmbongunan KUtc

u.

b.
c.
d.
e.

£

8-
h,

i.
Juinlali Per Bidnng2

3 Pcnibinniui
Kcmasynrnknlan

n.
b.
c.
d.

c.
r.
B-

Jutnltdi Per Bidnng 3

•l Peaiberdnyuan
Masynrakat

n.
b.
c.

d.
Juinlali Per Bidnng 4

JUMLAH TOTAL

Tanggnl
Mcngetnhui : Disusun oleh:

Pcngulu, Tim Pcnyusun RPJM Rule
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kute di
Kute kecamatan
kabupaten........................provinsi dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Kute, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal
Jam
Tempat

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kute oleh tim penyusun
RPJM Kute sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1
2
3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kute sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

,Tanggal, ..
Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Kute

Pengulu
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XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ICUTE
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kute di Kute
Kecamatan Kabupaten
Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kute yang
dihadiri oleh Pengulu, unsur perangkat Kute, BPK, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
MaLeri yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kule
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musys : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1 dari

2 dari
3............dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kute menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarali perencanaan pembangunan Kute dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Kuteyaitu :

3
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................,Tanggal, ........ ....
Ketua BPK Pengulu

Wakil Masyarakat
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XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP KUTE MELALUI MUSYAWARAH KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP Kute

MELALUI MUSYAWARAH KUTE

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kute di Kute Kecamatan
Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Kute yang dihadiri oleh Pengulu, unsur
perangkat Kute, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yasig dibahas dalam musyawarah Kute ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Kute
Kriteriadan pembentukan tim veriflkasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : dari ..
Notulen : dari..
Narasumber : 1 dari..

2 dari ..
3............dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
Kute menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah Kute dalam rangka penyusunan RKP Kute yaitu :
1 .
2
3

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
Tanggal.............

Ketua BPK
Pengulu

Wakil Kelompok Masyarakat

i



XVIII. FORMAT PAGU INDIKAT1F KUTE
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PAGU INDIKAT1FKUTE

KUTE :
KECAMATAN :
ICABUPATEN
PROVTNSI :

No IndikatifProgram/
Kegiatan Kute

Sumber Dana Indikatif

DanaKute
(APBN)

Alokasi Dana
Kute

(bagian dana
perimbangan

kab./ kota)

Dana bagian dari
hasil pajak dan

retribusi

Bantuankeuangan

APBD
Provinsa

APBD
Kabupaten/

Kota
Contoh

I
Penyelenggaraan
pemerintahan Kute

II

PpIalfgsnaan

Pembangunan Kute

III
Pembinaan
Kemasyarakatan

IV
Perii'15erdayaan
Masyarakat

Kute , tanggal
KetuaTim Penyusun RICPKute

)
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XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE KUTE

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE KUTE

KUTE :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

PROVINSI :

No Asal Program/ Kegiatan NamaProgram/ Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana

(Rn.l

Prakiraan

Contoh
1Dari Pemerintah Air Bersih 800.000.000 PU Pusat

2 DariPemerintahDacrah Provinsi

3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

4
Dari PenjaringanAspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kabupaten/ Kota

Kute , tanggal .....
KetuaTim Penyusun RKP Kute

Aÿ •
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XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PBMERINTAH Rule {RKP-Kulc)

RANCANGAN RENCAKA KERJA PEMERINTAH Rule (RKP-Kulc)
TAHUN :

Rule i
KECAMATAN i .

KADUPATEN i

PROVINSI :

No
Bitlting/ Jenis Kegiaum

LokuHi Volume Snsamii/
Maulhat

Waktu
Pclaksanaan

Eiiaya don Sumbcr I'dubkyvanii Pola PelukHuiiBEUi
Rencana Pclnksuiui

KegiatanBidung Jcuis Kcgininu Jlh (Rp) Smaller Swakclola Kcijaswna Antar Kulc Kcijouniuc Pihax
Kctlun

a b c. d e r <! h i / k / in rt

1 Penyclcnggomnn
PemcHnUiluui ICulc

ii.

b.

Juin di Per Bidnng 1

2 Pcmbmiguimii Kmc

~r ---------— , —..... .

Jum Ui Per BidmiR 2

3
Pcinbuuuui
Kemnuyamkatnn

ii.

U.
c.
d.
c.

r.
li¬

- —
Jum ill Per Bidung 3 -

4
I'cinbcitlayuiui
Mnaynrakai

lt
b.
c.
>1

Jam th Per Bidnng A

JUMLAII TOTAL|
TiulRgal. ....

MciHcialmi : Disusuu olcli:
Penguin, Tiju Pciivunun RPJM Kmc
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XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari
Dusun Kute Kecamatan Kabupaten

Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Pelaksana

Jumlah
pemanfaat

Pemanfaat Langsung Pemanfaat
Tidak

Langsung
(orang)

A-RTM
(Rumah

Tangga Miskin
Umum A-RTM

L org L org L org
org
%
A-

RTM/UMUM

P org P org P org
JML org JML org JML org

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan
terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan
dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikeijakan dan
membutuhkan pendanaan APB Kute, swadaya ataupun sumber lain,
Kegiatan inimempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh
jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan keija, meningkatnya
produksi/pemasaran, meninglcatnya perilaku hidup sehat/derajad
kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus
sekolahjdll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam
pernyataan positif)

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-Lain
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan linglcungan dari kegiatan

yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang

diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

ziW
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XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

KECAMATAN

D E S A

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan

(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atau
Tenaga Profesional

0" ilea t.ersedia)

Lembar.....Dari.....Lembar
Catatan :Gambar dibuat secara manual

/L-Wf



-25-

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSALTEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Lokasi
Bidang
Kegiatan
Volume

Jenis Dokumenyang Diperiksa
Ada Memenuhi

Syarat

Ada 6s Tidak
Memenuhi

Syarat
Tidak Ada

1 Sketsa lokasi kegiatan

2 Dokumen survey teknis

3 Gambar Kutein

4 Perhitungan volume

5 Survey harga bahan dan alat

6 Kesepakatan pembayaran upah kerja

7 Perhitungan RAB

8 Kajian sederhana mengenaidampak lingkungan

9 Pernyataan hibah lahandari masyarakat

10 Pemyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong

12 Rencana penggunaan alat berat

13 Pemyataan kesiapanwarga untuk mengerjakan

14 Data pemanfaat

DiperiksaTanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim VeriSkasi
1 Wakil Masyarakat
2 PendampingProfesional
3 Dinas InstansiTerkait
4

2.

4.



XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP Kute
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DAFTAR USULAN RICP .Kute
TAHUN :

KUTE :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No
Bidang/ Jenis Kegiatan

Lokasi Volume
Sasaran/
Manfaat

Prakiraan
Waktu

Pelaksanaan

Prakiraan
Biava dan

Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp)

1
Penyelenggaraan
Pemerintalian
Kute

Jumlah Per Bidang 1 _

2
Pembangunan

Kute

Jumlah Per Bidang2

3
Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3 -

4
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Mengetahui
Pengulu

Kute ,tanggal .
Ketua Tim Penyusun RPJM Kute
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - KUTE

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kute, di Kute
Kecamatan Kabupaten
Provinsi pada :

Haridan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kute oleh tim penyusun
RKP Kute sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatanyang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Kute adalah sebagai berikut:

1
2
3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kute sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya. ...................,Tanggal, ..., ..., ....

Pengulu KetuaTim Penyusun RKP Kute

( ) ( )



XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KUTE
MELALUI MUSYAWARAH PERENÿNAAN PEMBANGUNAN KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KUTE

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP KUTE, di KUTE
Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan KUTE yang
dibadiri oleh Pengulu, unsur perangkat KUTE, BPK, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kute ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1 dari

2 dari
3............dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan kute menyepakati beberapahalyang
berketetapan menjacli kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Kute dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kuteyaitu :

Demikian Berita A.cara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

,Tanggal, ....
Ketua BPK Pengulu

( ) ( )

Wakil Masyarakat

(• v~r
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B. FORMAT PELAKSANAAN

1. FORMAT RENCANA KEGIATAN ICUTE
RENCANA KERJA KEGIATAN KUTE

TAHUN :
KUTE :
KECAMATAN :

.
KABUPATEN :
PROVINSI ;

. .......... . .

Bidang/ Jenis Kegiatan Sasaran Waktu Pekilcsanaan

No Loltasi Volume Satuan Biaya lalci-
laki

Pere Pelaksana

Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jumlah mpu
A-

RTM
Durasi Mulal Selesai Kegiatan

a.
Penyelenggaraiin b.

I Pemerintahan c.
Kute d.

e.
Jumlah Per Bidang 1

a.

Pembangunan
Kute

b.
2 c.

d.
e.

Jumlah Per Bidang 2

a.

Pembinaan
KemasyaralcatcUi

b.
3 c.

d.
e.

Jumlah Per Bidang3
a.

Pemberdayaan
Masyaralcat

b.
4 c.

d.
e.

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

.Tanggal.
Mcnyetujui Pelaksana Kegiatan

Pengulu Ketiia

/ ioy
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il. FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN Kute

Kute :
Kecamatan :
Kabupaten __

____
_

Provinsi :

No Materiyang disampaikan ADA
TIDAK
ADA

MEDIA SOSIALISASI

Musyawa
rah

Sistem
Infor-
masi
Kute

Papan
Infor-
masi
Kute

Media
Lokal
Kute

1
Kencana Kerja Pernbangunan (RKP)
Kute

2

3

Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Kute

Vprifl WpcrifltPTi Tfntp

4
•—

5

Kute .....................,tanggal ...., ....
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan
Pengulu Ketua

)
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III. FORMAT CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN Kute

Kute :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No Materi yang disampaikan ADA
TIDAK
ADA

NARASUMBER

1 Administrasi pengelolaan keuangan

2 Mekanisme pengadaan barang dan jasa

3
Pendayagunaan sumber daya alam lokal
dan balian materi lokal

4
Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan

5
Penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan

6

Kute , tanggal
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan
Pengulu Ketua

Q/1
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IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMENADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan :___ _ _

___
_

Kute j_____

__
Kecamatan j_ _ __

_______
_

Kabupaten : _ _ ___
Provinsi :

No Uraian Dokumen ADA
TIDAK
ADA

KETERANGAN

1 Dokumen RKP Kute

2 Lampiran dokumen RKP Kute

3 Dokumen APB Kute

4 Buku administrasi keuangan

5
Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

6 Daftar masyarakat pemanfaat

7
Pernyataan icesanggupan pelaksana
kegiatan menyelesaikan pekeijaan

8
Dokumen peralihan hak (hibah lahan/
tanah)

9 Dokumen peralihan hak melaluijual beli

10
Dokumen penyelesaian ganti rugi
(bangunan, tanaman)

11
Dokumen pernyataan tidak menuntut
ganti rugi (bangunan, tanaman)

12
Laporan analisis dampak sosial dan
lingkungan

13

Kute . tanggal ....
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan
Pengulu Ketua
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IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan :
Kute __________ _
Kecamatan j_ _____ __________ _ ____ __
Kabupaten : ___
Provinsi :

No Uraian Dokumen ADA
TIDAK
ADA

KETERANGAN

1 Dokumen RKP Kute

2 Lampiran dokumen RKP Kute

3 Dokumen APB Kute

4 Buku administrasi keuangan

5
Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

6 Daftar masyarakat pemanfaat

7
Remyataan kesanggupan pelaksana
kegiatan menyelesaikan pekerjaan

8
Dokumenperalihan hak (hibah lahan/
tanah)

9 Dokumen peralihan hak melaluijual beli

10
Dokumen penyelesaian ganti rugi
(bangunan, tanaman)

11
Dokumen pernyataan tidak menuntut

ganti rugi (bangunan, tanaman)

12
Laporan analisis dampak sosial dan
linglcungan

13

Kute , tanggal ,....
Mengetahui, Pclaksana Kegiatan
Pengulu Ketua
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V. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Tahun :

Kute :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No. JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN

WAKTU
PELAKSANAAN

KEGIATAN
(Hari)

JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Orang

Mandor
(Orang)

Tukang
(Orang)

Pekerja
(Orang)

Tenaga
Khusus
(Orang)

Jumlah
(Orang)

a b c (.1 e f R h i i = f+g+h+i

Kute gal
Pelaksana Kegiatan .

Ketua
Mengetahui,

Pengulu

a.ten
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VI. FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Kute j
Kecamatan :
Kabupaten :

__
Provinsi :

No.
Urut

Nama
Umur
(Th)

Alamat

Data Pribadi
Tanda tangan /

cap jempol

jari KiriL P A-
RTM

1 1 2

2

3 3 4

4

5 5 6

6 I
7 7 8

8

9 9 10

10

11 11 12

12

13 13 14

14

15 15 16

16

17 17 18

18

19 19 20

20

21 21 22

22

23 23 24

24

21 21 22

22

21 21 22

22

25 25 26

26

Jumlaii

Keterangan Kute , tanggal ....
L : Laki-laki Mengetahui, Pelaksana Kegiatan
P : Perempuan Pengulu Ketua

A-RTM : Anggota RumahTangga Miskin
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VII. FORM DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

Kute

Kecamatan
Kabupaten

DAFTAR HADIR PAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Jenis Kegiatan
Patok/Lokasi kegia

Insentif untuk 1HOK Pekerja
Insentif untuk 1HOK Tukang

Rp„
Rp..

No. Nama A-RTM L P
Katagori Asal Hari-Orang-Kerja (HOK)

MenurutTanggal
Jumlah HOK umlah Insent Tanda tangan/

cap jempol
Tangan kiri

Pk Tk Md 3
D

Lr
Ds

Pk Tk Md Total A-RTM
A-Kl M (Rp) (Rp)

1 1 2
2
3 3 4
4
5 5 6
6
y 7 8
s
9 9 10

10
11 11 12
12
13 13 14
14
15 15 16
16
17 17 .18
IS
19 19 20
20
21 21 22
22
23 23 24
24

Jumlah Jumlah:
Keterangan :

L
P

Pk
Tk

: l.uki-iaki
: Peremption
: Pckcrja
:Tukang

Menyetuiui
Pengulu

Md :Mandor
131 Ds :Dulani Kule
br Ds : Lu;ir Kmc

A-RTM : Anggola KumaliTanggu Mlskln

Kute tanggal . ....
Pelakaana Kegiatan

Ketua

/Joir



VIII. FORMAT DAFTAR PERH1TUNGAN HOK DAN PENER1MAANiSIeNTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENER1MAAN 1NSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Nama Kelompok r ...
Kute
Kecamataii
Kabupaten
Patok/Lokasi kegiatan

Jenis Kegiatan
Pekcijaan
Masa kerja tgl
Volume dihasil

t/A.

1 HOK Pekeija Rp.
iHOKTukang Rp.
1HOK Ket.Klpk Rp.
Upali borong/sat Rp.

No: Nama A-
RTM

L P

Kategori Asal Besar Insentif
yang diterima
masing-masing

(RdI

Tanda tangan/Cap jempol kiri
(tidak boleh diwakilkan)

Pe
ker

ia

Tu
ka
ng

Ke
tKl

P

dim

ds

uar

ds
a b c d e r e, h i j k 1

1 (Ketua) 1 2

2

3 3 4

4

5 5 6

6

7 - 7 8

8

9 9 10

10

11 ## 12

12

Jumlah=
-

Keterangan:
L :Laki-laki
P:Perempuan

ds :Kute

Uraian
Jumlah HOK= k/harga 1HOK

Pekeria Tukang Ketua Kelompok

HOK dihasilkan
U£» . IVUIC

Tic :Tukang
dim :Dalam

A-RTM : Anggota RumahTangga Miskin

Kute ,tanggal
Menyetujui, Pelaksana Kegiatan

Pengulu Ketua



-37-

IX. FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

Tahun :_
Kute j Kabupaten :
Kecamatan :_ Provinsi

No.
JENIS KEGIATAN &

Nama Barang/ bahan
yang dibutuhkan

SPESIFIKASI TEKNIS
MINIMAL

VOLUME
KEBUTUHAN

SAT

JUMLAH VOLUME

CARA PENGADAANDari

dalam
Kute

Dariluar
Kute

I JENIS KEGIATAN - I:
1
2
3
4

n JENIS KEGIATAN-II
i
2
3
4

-

in JENIS KEGLATAN-III
i
2
3
4

IV
1
2
3
4

...............

Keterangan :

Kute ,tanggal.
Mengetahui,

Pengulu Pelaksana Kegiatan

Ketua

m



X. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA
-38-

DAFTAR
REALISASI SWADAYA DANA

Tahun :

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

JENIS KEGIATAN
BULAN

No.
NAMA PENYUMBANG/

RT/ RW/DUSUN

Kesanggupan
Swadaj'a

Rp.
%

Realisasi
bulan lalu

Rp.
%

Realisasi
bulan ini

Rp.
%

Realisasi S/d
bulan ini

Rp.

%

Total Jumlah Swadaya

Keterangan :

* NilaiSwadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.

Mengetahui,

Pengulu

Kute ,tanggal.

Pelaksana Kegiatan

Ketua
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XI. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

DAFTAR
REALISASI SWADAYA BAHAN/ B.ARANG

Takun :
KUTE
KECAMATAN
ICABUPATEN
PROVINSI

"

JENIS KEGIATAI :
"BULAN 7

NanaPenyumbang/ RT/RW
Nama

Vc lume 1Parget dan Realisasi Swadaya Jumlali pralciraan nllai swadaya ter tadap rupiah

No. Bahan/
Barang

Kesang
gupan

Swadaya
SAT

Realisa-
si bulan

lalu

Realisa-
si bulan

ini

Realisa¬
si s/d
bin ini

%
Target

Swadaya
Rp.

Realisasi
bulan lalu

Rp.

Realisasi
bulan ini

Rp.

Realisasi S/d
bulan ini

Rp.
%

Total Jumlah Swadaya

Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai svvadaya yang diberikan.

Kute .tanggal.
Meagetahui,

Pengulu Pelaksana Kegiatan

Ketua



-40-

XII. FORMAT DAFTAR REALISASI TEKAGA SUKARELA

DAFTAR
REALISASI TENAGA SUKARELA

Tahun :
KUTE :__
KECAMATAN :__

_______
~ ____________________

___________
__________......................"

____
" _ ~

KABUPATEN i """"" ................................................................................................................................................".JENIS 1CEGIATAN
PROVINS1 : "BULAN

No. Nama Penyumbang/ RT/RW

Volume Target dan Realisasi Swadaya Juinlah Perkiraan Swadaya Terhadap Rupiah

Kesang gupan
Swadaya

HOK

RetJisasi
bulan lalu

HOK

Realisasi
bulan ini

HOK

Realisasi
s/dbulan

ini
HOK

%
Target

Swadaya

Rp.

Realisasi

bulan lalu
Rp.

Realisasi

bulan ini
Rp.

Realisasi

s/d bulan ini
Rp.

%

Total Jtiralah Swadaya

IOiterangan : * Be.ntuk Swadaya Masyai'akat diisi sesuai swadayayang diberikaii.

Kute tanggal.
Mengetahui,

Pengiilu Pelaksana Kegiatan

Ketua

aJQ¥
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XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH
SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekeijaan :
No. KTP
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekeijaan :
No. KTP :
Alamat :
Atas nama pemerintah kute selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah
atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ± m2
yang terletak di Kute.....Kecamatan......Kab.......,dan menyerahkan kepada
Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk
pembangunan Sarana dan Prasana Kute.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan ;

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada
paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian
hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung
j'awab.

, tanggal, ...., tahun

Mengetahui
Kepala Kute

Yang menyatakan

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri Anak:

SAKSI - SAKSI
1
2
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XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS
BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Bertindak untuk dan atas nama

Umur

Alamat

Nomor KTP

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidalc keberatan/tidak menuntut

kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan
atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
sarana/prasarana Kute berupa :

Pekeijaan Pembangunan :

Objek yang terkena dampak

Lokasi Kegiatan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya...................,tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

MATERAI
Rp. 6.000
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XV. FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan
Kute
Kecamalan
Kabupaten
Tanggal

Jenis Pekerjaan
Sketsa Gambar
dan Ukuran

Jumlah/
Volume

Yg
dicanai

Ukuran/ Dimensi Kualitas
Pekerjaan

Sesuai
Rencana

Tidak Sesuai Tidak
V_ ciLdlrfLl rClliCi lJvr>ftclI1

Bahan dan Alat yang Diperiksa

Jenis Bahan dan Alat
Volume Kualitas Catatan Pemeriksaan

Sesuai Tidak Sesuai Tidak

Kute.
Mengetahui

Pengulu

•> Tanggal,
Pemeriksa

/Uaic
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XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN
Nomor : 2014

Pekeijaan

Volume Kegiatan

Lokasi

Biaya Rp.

Pada hari ini bertempat di pada (tanggal, bulan, tahun)
telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal
yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan
spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak
terkait antara lain :

i. Pengulu.
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-
hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis teijadinya
perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihakyang berkepentingan
dapat mengetahuinya

Mengetahu/Menyetujui
Pengulu

Pelaksana Kegiatan
Ketua



XVII. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN
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PERUBAHAN KEGIATAN
(Contoh)

Nama Kegiatan :Budidaya Lele Tanggal Perubahan

Lokasi Kegiatan : Dusun Karang tengah
Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-

No Halyang
diubah

Keadaan sebelum
adanya perubahan

Keadaan setelah
perubahan

Sebab Perubahan Alcibat Perubahan

1. Bibit lele Bibit Lele Dumbo Bibit Lele
Siliwamgi

Kelangkaan bibit lele
dumbo

* Jumlah bibit lele lebih banyalk;

* Perlu pelatihan pengelolaan
ternak lele siliwangi;

* Memibutuhkan lahan lebih
luas;

Keterangan: Agar dilampirlcan remcana kegiatan dan RAB perubahan

Mengetahui Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Pengulu Ketua

( ) (
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XVIII. FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN
Tahun

Kute :
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi Kegiatan :

URAIAN

Volume

Satuan
Harga
Satuan

(Rp)

Jumlah
APB Kute

(Rp)

Jumlah
Sumber

Lain
(Rp.)

Jumlah
Swadaya

(Rp)
Total

Dari
APB
Kute

Dari
Sumber

Lain

Dari
Swadaya

1. BAITAN a b c d=a-b-c e s h=b x g I= cxg i= d x g
1.1
1.2
1.3
1.4
1....

Sub Total 1) Rp Rp Rp
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2. ...

Sub Total 2) Rp Rp Rp
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3. ...

Sub Total 3 ) Rp Rp Rp

Sumber Dana

Total Biaya Kegiatan Rp
Total Biaya Sumber Lain Rp
Total Biaya Swadaya Rp
iOtai Rp

Menyetujui
Pengulu

Kute.......tanggal.

Pelaksana Kegiatan ....
Ketua
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XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE DALAM RANGKA

PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH KUTE DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang teijadi pada pengelolaan kegiatan
pembangunan kute, pada hari ini.

Hari/ Tanggal :
Tempat :

Telah dilalcsanakan Musyawarah Kute untuk menyepakati penyelesaian masalah
yang dihadifi oleb kepala Kute, Uhsur perahgkat Kute, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
A. Permasalahan yang dibahas:

B. Upayayang dilakukan dalam penyelesaian masalah:

C. Bantuan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah:

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang teijadi, peserta
musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan
menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal,....,

Mengetahui
Pengulu

Ketua BPD

Wakil Masyarakat
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dst
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XIX. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR IS1

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kute

2-.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan •. -. •. -. •. •. •.

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BAB III REALISASI BIAYA

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAFIAN, KENDALA DAN HAMBATAN

3.1 Penyelesaian Permasalahan

3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan

BAB V PERUBAHAN KEGIATAN

BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN

BAB VII KESIMPULAN.......
LAMPIRAN-LAMPIRAN



XX. FORMAT LAPORAN FERKEMBANGAN PELAKSANAAN ICEG1ATAN
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LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Bulitn :............. Tahun :

KUTE
KECAMATAN

KABUPATEN
PROVINSI

No
Bidang/ Jenis Kegiatan

Lokasi Volume
Sat Biaya Realisasi Sasaran

RencanaWaktu
Pelakaanaan

Progrea Kegiatan

uan RP- Jumlah Lk Pr
A- Juml Tgl Tgl Fisik Biava

Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan RT.M Hari Mulai Seiesai % Rp.
a b 0 d e f R h i i k 1 m n o P 9

a.
b.

Penyelenggaraan
Pemerintahan Kute

c.
1 d.

e.
f.

R-
Jumlah Per Bidang 1

a.
b.
c.
d.
e.
1.

o Pembangunaii Kute R-
h.
i.

i-
k. T
1.

m. |
Jumlah Per Bidang 2

a.

Pembinaan
Kemasyarakatan

b.
3 c.

d.
e,

Jumlali Per Bidang 3
a.

4
Pemberdayaau b.
Masyarakat c.

d.
Jumlali Per Bidnng 4

JUMLAH TOTAL > 1
"
' sJ'xuV;. f " 1

Mengetahui,

Pengulu

Kute tanggal

Pelaksana Kegiatan

Keiua
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XXI. Format LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
Tanggs.l Status:

Kute :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No.
Tanggal

Pengadu an
Identitas Pengadu Permasalahan Kegiatan Tindak lanjut pengaduan Sta

Proses
tus
Selesai

-

-

Menyetujui Kute Tanggal.
Pengulu Pelaksana Kegiatan

Ketua

( ) (



XXII. FORMAT LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN -51-

LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN
Tanggal Status:

Kute : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi : .

No. Kegiatan
Masalah,

Kendala dan Hambatan
Upayayang Dilalcukan Untulc Menyelesailcan Masalah,

Kendala dan Hambatan

Bantuan Piliak Lain yang Diharapkan dalam
Penyelesaian Masaiall, Kendala dan

Hambatan

1 Masaiah

1

2

3

II ICendala clan Hambatan

1

2
3

Menyetujui Kute.......tanggal.
Pengulu Pelaksana Kegiatan ....

Ketua
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XIV. FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA

i

Kute
Kecamatan

REKAPITULASI REALISASI BIAYA
TASHUN : !

Kabupaten
Provinsi

No

Bidang/ Jenis Kegiatan

Volume

Biaya dan Sumber Pembiayaan

Bidang Jenis Kegiatan
Lokasi

Jumlah (Rp)
Dana Kute

(Rp)
ADD (Rp) Swadaya (Rp)

Pemerintah
Pusat/ Daerah

Pihak Ketiga

a b c d e f K h i i k

1
Penyelenggaraa
n Pemarintahan
Kute

a.
b.
c.

Jumlah Per Bidang 1 -

2
Pembangunan

Kute

a.
b.
c.

Jumlah Per Bidang 2

3
Pembinaan
Kemasyarakata
n

a.
b.
c.

Jumlah Per Bidang 3 -

4
Pemberdayaan
Masyarakat

a.
b.
c.
d.

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL -

Menyetujui Kute-----.tanggal...
Pengulu, Pelaksana Kegiatan

Ketua
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)

KEGIATAN:

LOKASI(A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%

KEGIATAN:

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%

KEGIATAN:

LOKASI (A)

LOKASI(B)

LOKASI (C)
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%

KEGIATAN:

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI(C)



XXV. FORMAT GAMBAR PURNA LAKASANA

-58-

GAMBAR
PURNALAKSANA

KABUPATEN

KECAMATAN

KUTE

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh
Tim Pelaksana

Kegiatan (Kader
Teknik)

Diperiksa dan Disetujui
oleh :

Tenaga Alili
Profesional/ Dinas

Instarisi terkait

Lornbar.....Dari.....Lembar
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KUTE DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kute tahun anggaran...........di Kute........Kecamatan ............Kabupaten Provinsi
maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :dari pukul.........s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Kute dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
masyarakat, kute serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiranDaftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan
Materiyang dibahas dalam musyawarah kute ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan

kegiatan;
3. Pernbahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan

masyarakat;
5. dst...

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris / Notulis : dari
Narasumber : 1 dari

2 dari
3 dari
4 dari
5 dari
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE
(lanjutan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasaii
sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah kute dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kute
memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berlcetetapan
menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kute ini,yaitu :
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11. Dst

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

•Tanggal .
Mengetahui Ketua BPK

Pengulu

Wakil Masyarakat

/\A&
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE
(lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE

NO NAMA ALAMAT TANDA
TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dst



C. FORMAT PEMANTAUAN

1- FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEG1ATAN

-63-

EEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahun ;

Kute :
Kecamatan : . . . .
Kabupaten
Provinsi :

No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Ya Tidak Keterangan
(penjelasan bila tidak)

1 Penetapan Pelaksana Kegiatan
IStruktur oelaksana keeiatan mencerminkan imsur masvarakat

2 Rencana Kerja Keeiatan Kute

Dokumen rencana ketja menggambarkan detail kegiatan dan biaya

3 Sosialisasi Kegiatan Kute
Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan
dan pelaksana kegiatan

4 Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kute

Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan

Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan
mudaFi dipafiami

5 Pendataan kebutuhan tenaga keria
Informasi kebutuhan tenaga kerja disebariuaskan kepada sebagaian
besar masvarakat

6 Pendaftaran calon tenaga keiia
Calon tenaga keria mendavagunakan sumber daya setempat

Calon tenaga keria sebagian besar berasal dari RTM
7 Pembayaran upah

Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang
diperianiikan
rCIllLJciycXlctll UfJelll UlJctKUftcUl 4>ectua UdilspaicUl bCbUdl UCIIgdll ycilig

8 Pendayagunaan sumber daya alarn yang ada di Kute

Mengutamakan pengaunaan bahan material loka!
Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkunean

9 Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga

Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai
rencana

10 Dokumen Hibah tanah dari masvarakat

Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris

Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah Kute

11 Dokumen pemyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi

Pemyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui
musvawarah masvarakat

12 Pembahasan pengaduan masvarakat
iPengaduan masvarakat diproses. ditangani dan diselesaikan

13 Laporan masalah, kendala dan hambatan
Masalah.kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah
ditindaklanjuti dan diselesaikan

14 Perubahan pckerjaan
Perubahan pekeijaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan
bersama masvarakat

15 Foto dokumentasi kegiatan
Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50%
dan 100% dari sudut pengambilan vane sama

Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung

16 Gambar puma laksana
iGambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan

.Tanggal

Mcnyetujui Tim Pemantau Masyarakat

Pengulu,
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II. FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kute

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kute
Tanggal :

Kute : Kabupaten
Kecamatan : Provinsi

No. Kegiatan/ Dokumenyang dipantau Dilalcsanaltan/Ada dokumen
Tidalc dilaksanakan/ tidalc ada

dokumen
Keterangan

(penjelasan bila tidak dilaksanakan)

1
L>ata rencana program dan Kegiatan
pembangunan yang akan masulc ke Kute

2 Pendataan notensi dan masalah di Kute
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan Kute
5 Musyawarah Kute penyusunan RPJM Kute
6 Rancangan RPJM Kute A
7 Musrenbang Kute penyusunan RPJM Kute
8 Musyawarah Kute penyusunan RKP Kute
9 Dokumen pagu indikatif Kute
10 Rancangan RKP Kute
11 ProposalTeknis dan lcelengkapannva
12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 Daftar usulan RKP Kute

14
Beritaacara tentang hasil penjoisunan rancangan
RKP Kute

15
Benta acara Kancangan KKh Kute melalui
MusrenbangKute

Menyetujui
Pengulu,

(.

Keterangan pengisian

Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

Kute...................,Tanggal,
Tim pemantau Masyaralcat

PATI ACEH TENG

I ÿ RjMDlIi PIN

XlM


